LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor

Tentang

SE-79/P]/2008

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

I. Surat Permohonan Pemb
Nom ordan Tanggal

Tanggal Terima Surat

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN

PERMOHONAN PEMBETULAN PBB/BPHTB*)

etulan

Nom or Tanda Terima Surat 3)

II. Identitas Pemohon
Nama e )

Alam at e e s 5)

III. Perm ohonan Pembetulan atas
Jenis Keputusan/Ketetapan & it i it 6)

NOM OFr e e e 7)
Tanggal e e 8)
IV. Penelitian Persyaratan
Pemenuhan
N o Uraian Persyaratan ) Keterangan®)
Ya Tidak
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertaialasan yang mendukung permohonannya
2. Diajukan kepada Pejabat
3. Dalam hal diajukan secara perseorangan
Satu permohonan untuk satu surat keputusan/ketetapan
Dalam hal diajukan secara kolektif :
Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang
terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah)
4. Dalam hal diajukan secara perseorangan
Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melam pirkan
Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melam pirkan Surat Kuasa
Khusus ™)
Dalam hal diajukan secara kolektif :
Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah*)

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaim ana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan
pem betulan dim aksud memenuhi/tidak memenuhi®) persyaratan sehingga permohonan
pem betulan dapat/tidak*)dipertim bangkan.

10)
................ P
Mengetahui
Kepala Seksi ................... 1 Petugas,
12) 14)
NIP oo 13) NIP oo 15)

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

* k) diisi tanda "V " pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak
dipenuhi
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Petunjuk Pengisian Lam piran I

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka
Angka

Angka

Angka
Angka
Angka
Angka

AW N =

9
10

11

12
13
14
15

D iisi dengan nomor dan tanggal surat perm ohonan pem betulan PBB/BPHTB.

Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB.

D iisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pem betulan PBB/BPHTB (LPAD/BPS).

Diisi dengan nama W ajib Pajak atau Kepala Desa/Kelurahan bersangkutan dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan alam at pem ohon atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB, atau SPPT dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif).

Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif).

Diisi dengan keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "V ".

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Lem bar Penelitian Persyaratan Pembetulan
PBB/BPHTB.

Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembetulan
PBB/BPHTB.

Diisi dengan nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 11.

Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti persyaratan perm ohonan pem betulan PBB/BPHTB.

Diisi dengan NIP petugas sebagaim ana dimaksud pada angka 14.
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LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-79/P1/2008
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1J/2008

tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

Nom or : S ) 3)
Sifat H Segera

Lam piran H Satu berkas

Hal H Pem beritahuan Perm ohonan Pembetulan PBB/BPHTB

Tidak Dipertimbangkan

YR . e +)

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat NOM OF ....uiiiiiiinninnnnnnnnnnns 5)tanggal
......................... ) hal civviiiiiie yang diterima tanggal .............ooiiiiinn, 8), bersama ini disampaikan
bahwa
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/P]/2008

tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan
Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, diatur bahwa
a. Pasal 4
(1) Permohonan pem betulan hanya dapat diajukan oleh W ajib Pajak atau kuasanya secara
perseorangan.
(2) D ikecualikan dari ketentuan sebagaimana dim aksud pada ayat (1), permohonan pem betulan
surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
b. Pasal 5
(1) Permohonan pem betulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. setiap perm ohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat
ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung
perm ohonannya;
c. diajukan kepada Pejabat; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh W ajib Pajak, dan dalam hal surat perm ohonan
ditandatangani oleh bukan W ajib Pajak
1) harus dilam piri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi
dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan W ajib
Pajak badan; atau
2) harus dilam piri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok
pajak sam pai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Permohonan pem betulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap
SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung

perm ohonannya;

c. diajukan kepada Pejabat; dan
d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setem pat.
c. Pasal 6, perm ohonan pem betulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaim ana dim aksud dalam

Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak

dipertim bangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak mem enuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nom or PER-37/PJ/2008, yaitu

d. dst.
sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 perm ohonan

Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlam pir dikem balikan berkas permohonan pem betulan Saudara.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pem betulan dengan terlebih dahulu melengkapi

persyaratan sebagaim ana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
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Petunjuk Pengisian Lam piran II

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

D iisi dengan kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak

Diisi dengan nomor surat pem beritahuan

D iisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

Diisi dengan nama dan alamat W ajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam
diajukan secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB.

Diisi dengan tanggal surat perm ohonan pembetulan PBB/BPHTB.

iisi dengan halsurat perm ohonan pem betulan PBB/BPHTB.

iisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB (LPAD/BPS).

D
D
Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatanganisurat pem beritahuan.
Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatanganisurat pemberitahuan.

D

iisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pem beritahuan.
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LAMPIRAN III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or SE-79/PJ/2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
1)
Nom or : S 2) 3)
Sifat Segera
Lam piran Satu berkas
Hal : Penerusan Perm ohonan Pembetulan PBB/BPHTB
Yth. DirekturJenderal Pajak/Kepala Kantor Wilayah DIP ....oovvveeinnnnannn.. ")
4)
Sehubungan dengan diterimanya permohonan pem betulan sebagai berikut :
I. Surat Permohonan Pembetulan
Nomordan Tanggal 1 e i e 5)
Tanggal Terim a Surat 1 L i i s 6)
Nom or Tanda Terima Surat 7)
II. Identitas Pemohon
N am a e 8)
Alam at e e e )
III. Perm ohonan Pembetulan atas
Jenis Keputusan/Keteta pan & it ittt ittt 10)
NOmM Or e e 1)
T an g gal e e e e e e e t2)
bersama ini diteruskan permohonan tersebut mengingat, kewenangan untuk mem proses berada pada Direktur
Jenderal Pajak/Kepala Kanwil DIP"). Terlam pir disam paikan berkas permohonan, pem betulan tersebut beserta
Lem bar Penelitian Persyaratan Pem betulan PBB/BPHTB*) untuk ditindaklanjuti.
Dem ikian disam paikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
13)
14)
NIP oo, 15)

Keterangan

) coret yang tidak perlu
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Petun

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka
Angka

juk Pengisian Lam piran III

0 N AW N

9

10

11

12

13

14
15

iisi dengan kop surat KPP Pratam a.

iisi dengan nomor surat penerusan.

iisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat penerusan.

iisi dengan alam at Direktorat Jenderal Pajak/Kanwil DJP yang bersangkutan.

iisi dengan nomor dan tanggal surat perm ohonan pem betulan PBB/BPHTB.

O O U U O O

iisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pem betulan PBB/BPHTB (LPAD/BPS).

Diisi dengan nama W ajib Pajak atau Kepala Desa/Kelurahan bersangkutan dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan alam at pem ohon atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB, atau SPPT dalam hal diajukan
secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif).

Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif).

D iisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatanganisurat penerusan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatanganisurat penerusan.

D iisi dengan NIP pejabatyang berwenang menandatangani surat penerusan.
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LAMPIRAN IVa

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or SE-79/PJ/2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
1)
SURAT TUGAS
3 R
Sehubungan dengan pengajuan permohonan pem betulan PBB/BPHTB*), dengan ini ditugaskan kepada
1. Nam a e e e )
NIP 4
Pangkat/Gol 5)
Jabatan 6)
2. N am a e i i s 8)
NIP o)
Panagkat/Gol 5)
Jabatan 6)
untuk melaksanakan penelitian atas permohonan pem betulan PBB/BPHTB*) yang diajukan melaluisurat
NOM OF e 7)
Tanggal e 8)
dari
N am a e e i )
Alam at i e 10)
Aatas R N e S t2) tanggal ... 13) moulai tanggal
......................... 1) sam paidengan tanggal ................... t5)
Dem ikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
16)
17)
18)
NIP
19)

Keterangan

") coret yang tidak perlu

www.peraturanpajak.com

Page : 8

info@peraturanpajak.com




Petun

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka

Angka

Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

juk Pengisia
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10
11

12

13

14
15
16
17
18
19

O O U U U O OO

o

iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis

iis

n

Lam piran IVa

denga
denga
denga
denga
denga
denga
denga
denga

dengan

n

n

n

n

kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak

nomor Surat Tugas

nama petugas penelitiyang ditunjuk

NIP petugas penelitiyang ditunjuk

pangkat dan golongan petugas penelitiyang ditunjuk
jabatan petugas penelitiyang ditunjuk

nomor surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB
tanggal surat perm ohonan pembetulan PBB/BPHTB

nama W ajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam

secara kolektif

hal

diajukan

Diisi dengan alam at atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam haldiajukan secara kolektif

Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB, atau SPPT dalam hal diajukan

secara kolektif

Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal

diajukan secara kolektif)

Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB (tidak perlu diisi dalam hal

diajukan secara kolektif)

D iisi denga
iisi denga
iisi denga
iisi denga
iisi denga
iisi denga

www.peraturanpajak.com

n

n

n

n

n

tanggal mulai tugas penelitian

tanggal akhir tugas penelitian

nama kota dan tanggal Surat Tugas diterbitkan

nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
nama pejabatyang berwenang menandatangani Surat Tugas.

NIP pejabatyang berwenang menandatangani Surat Tugas.
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LAMPIRAN IVDb

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or H SE-79/PJ/2008

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

1)
SURAT TUGAS

Sehubungan dengan ... . i 3), dalam rangka pem betulan secara jabatan surat
keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB*), dengan iniditugaskan kepada
1. Nam a N 4

NIP L et e e e e )

Pangkat/Gol : 6)

Jabatan : 7)
2. Nam a N 4

NIP R PP )

Pangkat/Gol e e e e e, 6)

Jabatan : 7)
untuk melaksanakan penelitian atas .............coooiiii 8) HOM OF v ) tanggal ............... 10)
mulaitanggal .............oovt 11)sampaidengan tanggal .......oooin 12)

Dem ikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

13)

Keterangan

") coret yang tidak perlu

www.peraturanpajak.com Page : 10 info@peraturanpajak.com




Petunjuk Pengisia
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Lam piran IVDb

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga

nga

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak.

nomor Surat Tugas.

alasan dilakukannya pembetulan secara jabatan.
nama petugas penelitiyang ditunjuk.

NIP petugas penelitiyang ditunjuk.

pangkat dan golongan petugas penelitiyang ditunjuk.

jabatan petugas penelitiyang ditunjuk.

jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB.

nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB.

tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB.

tanggal mulai tugas penelitian.

tanggal akhir tugas penelitian.

nama kota dan tanggal Surat Tugas diterbitkan.

nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
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LAMPIRAN V

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-79/P1/2008
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1J/2008

tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

1)
Nomor H S e e 2) 3)
Sifat H Segera
Hal H Pem beritahuan Penelitian di Lapangan

Pem betulan PBB/BPHTB

Yth

Sehubungan dengan surat perm ohonan pem betulan PBB/BPHTB*) Saudara NOM OF .iiiuiiiiin i 5)
tanggal oo R 7), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan
penelitian dilapangan pada hari/tanggal ...coiiiiiiii it 8) dengan ketentuan sebagai berikut
1. Saudara diminta hadirdilokasitanah/bangunan terkait;
2. Dalam hal Saudara berhalangan, Saudara dim inta menunjuk kuasa secara tertulis di atas m eerai;
3. Saudara diminta bantuannya untuk menyiapkan dokumen/bukti pendukung perm ohonan antara lain

A 9)

D e e e

C oo e e e

L

L e e e e dst

Dem ikian untuk mendapat perhatian Saudara.

10)
11)
NIP

12)

Keterangan

") coret yang tidak perlu
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Petunjuk Pengisian Lam piran V

Angka 1 D iisi dengan kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Angka 2 Diisi dengan nomor surat pem beritahuan.

Angka 3 Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.

Angka 4 Diisi dengan nama dan alamat W ajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam ha
diajukan secara kolektif.

Angka 5 Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB/BPHTB.

Angka 6 D iisi dengan tanggal surat perm ohonan pembetulan PBB/BPHTB.

Angka 7 Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB/BPHTB, atau SPPT dalam hal diajukan
secara kolektif.

Angka 8 : Diisi dengan hari/tanggal penelitian di lapangan.

Angka 9 D iisi dengan jenis dokumen/bukti pendukung terkait.

Angka 10 Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatanganisurat pem beritahuan.

Angka 11 H Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatanganisurat pemberitahuan.

Angka 12 Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pem beritahuan.
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LAMPIRAN VIa

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or H SE-79/PJ/2008

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA PERSEORANGAN

NOM OF © tevieeiieeiieeineeineeneesneennnns 2)

Berdasarkan Surat Tugas NOM OF it ans 3) tanggal ... 4) telah dilakukan
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ................c.oiatt 5) sam pai dengan tanggal ..........cooiiiiiiit, 5) atas
perm ohonan pembetulan PBB yang diajukan W ajib Pajak

N @M @ e e 7)

Alamat L e e e e 8)
melalui surat NOM OF ittt iinn s o) tanggal ... 10) yang diterima ....... ... i 1)
berdasarkan tanda terima surat Nnomor .........coovviiiiin.n. 12)tanggal ................... 13),dengan uraian sebagai berikut
I. UMUM

1. NOP g 14)

2. Alamat objek pajak L e e e e e e e 1s)

3. Tahun Pajak L e e e e e e e e e 16)

3. Jenis surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 17)

4. Nom or surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 18)

5. Tanggal surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 19)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaim ana telah beberapa diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um um
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nom or 28 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,
Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

4 . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan

Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan

Perundang-undangan Pajak Bumidan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

1.

Penelitian di kantor

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1.

Kesim pulan

www.peraturanpajak.com Page : 14 info@peraturanpajak.com




Petugas Peneliti I Petugas Peneliti Il
21) 21)
NIP 22) NIP
22)
Mengetahui,
Kepala Seksi .ovvvvvinnnnnn, 23) 20) 29)
24) 27) 30)
NIP 25)  N1p 28) NIP
31)

wWww.peraturanpajak.com Page : 15 info@peraturanpajak.com




Petun

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka

Angka
Angka

juk Pengisia

0 N AW N

©

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31

iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis
iis

iis

iis
iis
iis
iis
iis
iis

iis

O € UU UUU UUU UX U UOUU UOUOOU U UU OUOOUOO U OO

nomor tanda terima surat permohonan pem betulan PBB (LPAD/BPS).

tanggal tanda terima surat permohonan pem betulan PBB.

nama kota dan tanggaldibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.

apabila

permohonan pem betulan diajukan

atas

surat

nama Seksiyang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pem betulan PBB.

nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 23.

n Lam piran VIa

i dengan kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak
idengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB.
idengan nomor Surat Tugas.

i dengan tanggal Surat Tugas.

i dengan tanggal mulai tugas penelitian.

idengan tanggal akhir tugas penelitian.

idengan nama W ajib Pajak.

idengan alam at W ajib Pajak.

i dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB.
idengan tanggal surat perm ohonan pembetulan PBB.
idengan KPP Pratam a/KanwilDJP/Kantor Pusat DJP.

i dengan

idengan

idengan Nomor Objek Pajak.

idengan alam at objek pajak yang diajukan pem betulan PBB.
i dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi

utusan PBB).

idengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
idengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
idengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
i dengan

idengan nama petugas penelitipermohonan pem betulan PBB.
idengan NIP petugas peneliti perm ohonan pembetulan PBB.
idengan

i dengan

i dengan

dengan jabatan eselon

NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 23.

III yang bertanggung

ntuk pengisian ditingkat Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP.

dengan nama pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 26.

dengan NIP pejabat eselon IIIl sebagaimana dim aksud pada angka 26.

Untuk pengisian ditingkat Kantor Pusat DJP.

iis
PBB.
D iis
D iis
D iis
PBB
D iis
D iis

jawab menyelesaikan permohonan pembetulan

dengan jabatan eselon II yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembetulan

dengan nama pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud pada angka 29.

dengan NIP pejabat eselon II sebagaimana dim aksud pada angka 29.

www.peraturanpajak.com
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LAMPIRAN VIb

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or SE-79/PJ/2008

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

yang dilaksanakan pada tanggal ......cooiiiiiiiiinnnn,

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

NOM OF © tevieeiineiineiieeiinenneinnnens?)

telah dilakukan
6)

NOM OF ittt innen e 3)tanggal ...................... penelitian

5)

Berdasarkan Surat Tugas

sampaidengan tanggal .......ooiiiiiiian, atas permohonan

pem betulan PBB yang diajukan secara kolektif oleh

Kepala D e sa /LU ra n i it i e e e e e e e 7)

A LM @ e e e s 8)

Sejumilah e SPPT

melalui surat nom Oor .......cooviiiiiiiinannn, ) tanggal .......ooooiiiiiinn 10) yang diterima ... . i )
berdasarkan tanda terima surat nomor ................... 12)tanggal .................. 13),dengan uraian sebagai berikut
I. UMUM
Data W ajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan
kolom 5 lam piran Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB ini.
II. DASAR HUKUM

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaim ana telah beberapa diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nom or 28 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,
Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

4 . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bum i dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian untuk masing-masing W ajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

IVv. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk m asing-masing W ajib Pajak adalah sebagaim ana tercantum dalam kolom 8

lam piran Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB ini.

14)
Petugas Peneliti I Petugas Peneliti Il
15) 15)
NIP 16) NIP
16)
Mengetahui,
Kepala Seksi .oovvvvinnnnnn, R T 200 23)
18) 21) 24)
NIP 9 N1p 22) NIP
25)
www.peraturanpajak.com Page 17 info@peraturanpajak.com




Lapo

LAM PIRAN

ran Hasil Penelitian Pembetulan PBB
ra Kolektif Nomor ..............oo0t
gal coooiiiiiiiii

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) ...................................... 26)
Kecamatan i 27)
Kabupaten/Kota*) ...................................... 28)
Tahun Pajak e 29)
ji j j j P h K i | d
N o W ajib Pajak Objek Pajak ermononan Hasil Penelitian esimpulan dan
Nam a Alamat oP Alamat Pem betulan Usul
1 2 3 4 5 6 7 8

") coret yang tidak perlu

www.peraturanpajak.com

Page : 18
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Petunjuk Pengisian Lam piran VIb

Angka 1 D iisi dengan kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Angka 2 Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB.

Angka 3 Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Angka 4 Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Angka 5 D iisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Angka 6 Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Angka 7 Diisi dengan nama Kepala Desa/Lurah bersangkutan.

Angka 8 Diisi dengan nama Desa/Kelurahan dan Kecam atan.

Angka 9 D iisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB.

Angka 10 Diisi dengan tanggal surat perm ohonan pembetulan PBB.

Angka 11 Diisi dengan nama KPP Pratama/KanwilDJP/Kantor Pusat DJP.

Angka 12 Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pem betulan PBB (LPAD/BPS).

Angka 13 Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pem betulan PBB.

Angka 14 Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Laporan HasilPenelitian Pembetulan PBB.

Angka 15 Diisi dengan nama petugas penelitipermohonan pem betulan PBB.

Angka 16 Diisi dengan NIP petugas peneliti perm ohonan pembetulan PBB.

Angka 17 Diisi dengan nama Seksiyang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pem betulan PBB.

Angka 18 D iisi dengan nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 17.

Angka 19 Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 17.

Angka 20 Untuk pengisian ditingkat Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP.
Diisi dengan jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembetulan
PBB.

Angka 21 : Diisi dengan nama pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 20.

Angka 22 : D iisi dengan NIP pejabat eselon IIl sebagaimana dim aksud pada angka 20.

Angka 23 H Untuk pengisian ditingkat Kantor Pusat DJP.
Diisi dengan jabatan eselon II yang bertanggung jawab m enyelesaikan permohonan pembetulan
PBB.

Angka 24 H Diisi dengan nama pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud pada angka 23.

Angka 25 Diisi dengan NIP pejabat eselon Il sebagaimana dim aksud pada angka 23.

Angka 26 Diisi dengan nama Desa/Kelurahan.

Angka 27 D iisi dengan nama Kecam atan.

Angka 28 Diisi dengan nama Kabupaten/Kota.

Angka 29 Diisi dengan Tahun Pajak.

www.peraturanpajak.com Page : 19 info@peraturanpajak.com




LAMPIRAN VIc
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or SE-79/P1/2008

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan

Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan

Penerapan Ketentuan Tertentu dalam

Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA JABATAN
N OM OF I tiveerineiinerineineeseernensnnnns 2)

Berdasarkan Surat Tugas NOM OF it ans 3) tanggal ... 4) telah dilakukan
penelitian dalam rangka pem betulan PBB secara jabatan yang dilaksanakan pada tanggal .......cciiiiiiiiiiiiinnn. 5)
sampaidengan tanggal ................oooo 5),dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. N O P 7)

2. Alam at ob ek pajak e e e 8)

3. Tahun Pajak e e e e e e o)

3. Jenis surat keputusan/ketetapan L L e e i e 10)

4. Nom or surat keputusan/ketetapan 1 i e e i i 1)

5. Tanggal surat keputusan/ketetapan 1 i i i e e e 12)

II. DASAR HUKUM
1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaim ana telah beberapa diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

80 Tahun

2007 tentang Tata Cara Pelaksanaa

n

Hak dan

tentang Ketentuan Um um

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang

Nom or 28 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008

Kesalahan Hitung, dan/atau

Perundang-undangan Perpajakan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Tulis, Kesalahan Hitung,

Kekeliruan

dan/atau Kekeliruan

Penerapan Ketentuan Tertentu dalam

PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pem betulan

Penerapan Ketentuan Tertentu dalam

tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,

Peraturan

Kesalahan

Peraturan

Perundang-undangan Pajak Bumidan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

Iv. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesim pulan

www.peraturanpajak.com
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Kepala Seksi ...............
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Petugas Penelitil

Mengetahui,

15)

17)

Page
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Petugas Peneliti II

22)

23)
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Petunjuk Pengisian Lam piran VIc

Angka 1 D iisi dengan kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak

Angka 2 Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB.

Angka 3 Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Angka 4 Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Angka 5 D iisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Angka 6 Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Angka 7 Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Angka 8 Diisi dengan alam at objek pajak.

Angka 9 D iisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila pem betulan atas surat keputusan PBB).

Angka 10 Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB.

Angka 11 Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB.

Angka 12 Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB.

Angka 13 Diisi dengan nama kota dan tanggaldibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.

Angka 14 Diisi dengan nama petugas peneliti.

Angka 15 D iisi dengan NIP petugas peneliti.

Angka 16 Diisi dengan nama Seksiyang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pem betulan PBB.

Angka 17 Diisi dengan nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 16.

Angka 18 D iisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 16.

Angka 19 Untuk pengisian ditingkat Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP.
Diisi dengan jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembetulan
PBB.

Angka 20 H Diisi dengan nama pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 19.

Angka 21 : Diisi dengan NIP pejabat eselon IIl sebagaimana dim aksud pada angka 19.

Angka 22 : Untuk pengisian ditingkat Kantor Pusat DJP.
Diisi dengan jabatan eselon II yang bertanggung jawab m enyelesaikan permohonan pembetulan
PBB.

Angka 23 : Diisi dengan nama jabatan eselon Il sebagaimana dim aksud pada angka 22.

Angka 24 H Diisi dengan NIP pejabat eselon Il sebagaimana dim aksud pada angka 22.

www.peraturanpajak.com Page : 22 info@peraturanpajak.com




LAMPIRAN VIIa

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or H SE-79/PJ/2008

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1J/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN BPHTB
NOM OF © tevieeiieeiieeineeineeneesneennnns 2)

Berdasarkan Surat Tugas NOM OF it ans 3) tanggal ... 4) telah dilakukan
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal .................coot. 5) sam pai dengan tanggal ........ciiiiiiiiiiiii., 6)
terhadap permohonan pembetulan BPHTB yang diajukan W ajib Pajak

N @m @ s 7)

Alamat L e e e e 8)
melalui surat NOM OF it aiannn s o) tanggal ... 10) yang diterima ....... ... i 1)
berdasarkan tanda terima surat NOmM Or ......covvviniiinnnnnnn 12)tanggal ................... 13),dengan uraian sebagai berikut
I. UMUM

1. NOP g 14)

2. Alamat objek pajak L e e e e e e 1s)

3. Tahun Pajak L e e e e e e e 16)

3. Jenis surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 17)

4. Nom or surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 18)

5. Tanggal surat keputusan/ketetapan e e e e e e e e e e 19)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaim ana telah beberapa diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um um
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nom or 28 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,
Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

4 . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumidan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor

2.

IVv. KESIMPULAN DAN USUL

1.

Kesim pulan

www.peraturanpajak.com Page : 23 info@peraturanpajak.com




Petugas Peneliti I Petugas Peneliti Il
21) 21)
NIP 22) NIP
22)
Mengetahui,
Kepala Seksi .ovvvvvinnnnnn, 23) 26) 29)
24) 27) 30)
NIP 25)  N1p 28) NIP
31)
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Lam piran VIIa
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de
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nga
nga
nga
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nga

nga

n kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak.

n nomor Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB.

n nomor Surat Tugas.

n tanggal Surat Tugas.

n tanggalmulai tugas penelitian.

n tanggal akhir tugas penelitian.

n nama W ajib Pajak.
n alam at W ajib Pajak.

n nomor surat permohonan pembetulan BPHTB .

n tanggal surat perm ohonan pembetulan BPHTB.
n KPP Pratam a/KanwilDJP/Kantor Pusat DJP.

n nomor tanda terima surat permohonan pem betulan BPHTB (LPAD/BPS).

n tanggal tanda terima surat permohonan pem betulan BPHTB.

n Nomor Objek Pajak.

n alam at objek pajak yang diajukan pem betulan BPHTB.

dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi

utusan

de
de
de
de
de
de
de
de
de

dengan jabatan eselon II yang bertanggung

PHTB.

www.peraturanpajak.com

nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga

nga

iisi dengan jabatan eselon
PHTB.

BPHTB).

apabila

permohonan pem betulan diajukan

n jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB.

n nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB.

n tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB.

atas

n nama kota dan tanggaldibuatnya Laporan hasil Penelitian Pembetulan BPHTB.

n nama petugas penelitipermohonan pem betulan BPHTB.

n NIP petugas peneliti perm ohonan pembetulan BPHTB.

surat

n nama Seksiyang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pem betulan BPHTB.

n nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 23.

n NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 23.
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III yang bertanggung

ntuk pengisian ditingkat Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP.

iisi dengan nama pejabat eselon IIl sebagaimana dimaksud pada angka 26.

iisi dengan NIP pejabat eselon IIIl sebagaimana dim aksud pada angka 26.

iisi dengan nama pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud pada angka 29.

iisi dengan NIP pejabat eselon Il sebagaimana dim aksud pada angka 29.
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LAMPIRAN VIIb

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or H SE-79/PJ/2008

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008
tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN BPHTB SECARA JABATAN
NOM OF © tevieeiieeiieeineeineeneesneennnns 2)

Berdasarkan Surat Tugas NOM OF it ans 3) tanggal ... 4) telah dilakukan
penelitian dalam rangka pembetulan BPHTB secara jabatan yang dilaksanakan pada tanggal ........cooiiiiiiiiiinn, 5)
sampaidengan tanggal .....oovvviiiiinnnn 6), dengan uraian sebagaiberikut :

I. UMUM

1. NOP e e 7

2. Alamat objek pajak Y 8)

3. Tahun Pajak L e e e e e e e e e )

3. Jenis surat keputusan/ketetapan L e e e e e e e e e e to)

4 . Nom or surat keputusan/ketetapan L e e e e e e e e e e tH

5. Tanggal surat keputusan/ketetapan D e e e e e e e e e 12)

II. DASAR HUKUM
1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaim ana telah beberapa diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nom or 28 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,
Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

4 . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan

Perundang-undangan Pajak Bumidan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

IVv. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesim pulan
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Kepala Seksi ...............

www.peraturanpajak.com

Petugas Penelitil

14)
N 1P 13)
Mengetahui,
16) 19)
17) 20)
18)  N1p 2t
Page 27

Petugas Peneliti II

22)

23)
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Angka

Angka
Angka

juk Pengisia
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16
17
18
19

20
21
22

23
24

U U W UC UU®W UCUUUU UOUU UOUX UUU OUOOUOUO U OO

iis
iis
iis
iis
iis
iis

iis

iis
iis
iis
iis
iis
iis

iis

iis

n

Lam piran VIIb

de
de
de
de
de
de
de
de

nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga

nga

n

n

n

n

n

n

n

n

kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak

nomor Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB

nomor Surat Tugas
tanggal Surat Tugas
tanggal mulai tugas penelit
tanggal akhir tugas peneliti

Nomor Objek Pajak

ian

an

alam at objek pajak yang diajukan pem betulan BPHTB

dengan Tahun Pajak (tidak perlu

utusan BPHTB)

de
de
de
de
de
de
de
de
de

dengan jabatan eselon II yang bertanggung
PHTB

www.peraturanpajak.com

nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga

nga

n

n

n

n

n

n

n

n

n

iisi dengan jabatan eselon
PHTB

diisi

apabila

permohonan pem betulan diajukan atas surat

jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

nama kota dan tanggaldibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

nama petugas peneliti

NIP petugas peneliti

nama Seksiyang bertanggung jawab menyelesikan perm ohonan pembetulan BPHTB

nama Kepala Seksisebagaimana dimaksud pada angka 16

NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 16
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IIT yang bertanggung

ntuk pengisian ditingkat Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP

jawab menyelesaikan permohonan pembetulan

iisi dengan nama pejabateselon IIl sebagaimana dimaksud pada angka 19

iisi dengan NIP pejabateselon III sebagaimana dim aksud pada angka 19

jawab menyelesaikan permohonan pembetulan

iisi dengan nama pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud pada angka 22

iisi dengan NIP pejabat eselon Il sebagaimana dim aksud pada angka 22
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LAMPIRAN VIII

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-79/P1/2008
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nom or PER-37/P1/2008

tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumii
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

PROSEDUR PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan untuk melakukan pembetulan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan Pajak Bum i dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sesuai

dengan Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nom or 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum i dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2000 .

4. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um um
dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nom or 28 Tahun 2007.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan Tulis,
Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

6 . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/P]J/2008 tentang Tata Cara Pem betulan Kesalahan
Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan

Perundang-undangan Pajak Bumidan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pihak yang Terkait

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama)
1) Kepala Kantor
2) Kepala SeksiPengolahan Data dan Informasi (PDI)
3) Kepala SeksiPelayanan
4) Pelaksana Seksi PDI
5) Petugas Tem pat Pelayanan Terpadu (TPT)
6) W ajib Pajak
2. Untuk Kantor Wilayah DJP
1) Kepala Kantor W ilayah DIJP
2) Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding
3) Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV
4) Penelaah Keberatan
5) Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV
6) Bagian Umum
7) W ajib Pajak
3. Untuk Kantor Pusat DJP
1) Direktur Jenderal
2) Direktur Keberatan dan Banding
3) Kasubdit Pengurangan dan Banding
4) Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan
5) Penelaah Keberatan
6) Pelaksana Seksi Pengurangan dan Keberatan
7) Petugas Tem pat Penerim aan Surat Terpadu (TPST)
8) W ajib Pajak

Formuliryang Digunakan
1. Surat Permohonan W ajib Pajak

2. Lem bar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

Dokumen yang Dihasilkan

1. Lem bar Penelitian Persyaratan Pem betulan PBB/BPHTB
2. Surat Pemberitahuan Perm ohonan Pem betulan Tidak Dipertim bangkan
3. Surat Tugas
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4. Surat Penerusan Permohonan Pem betulan
5. Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan PBB/BPHTB
6 . Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB atau Laporan HasilPenelitian Pembetulan BPHTB
7. Surat Keputusan Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
F. Prosedur Kerja
1. Untuk KPP Pratam a

1) Berkas permohonan pem betulan diterima dari W ajib Pajak atau dari KP2KP oleh Petugas TPT.

2) Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD, merekam , dan meneruskan perm ohonan pem betulan
kepada Kepala Seksi Pelayanan.

3) Kepala Seksi Pelayanan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan
untuk diteliti.

4) Pelaksana Seksi Pelayanan meneliti permohonan pem betulan dengan menggunakan Lem bar
Penelitian Persyaratan Pembetulan PBB/BPHTB. Dalam hal penelitian berkas permohonan
pem betulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai
perm ohonan pem betulan, dan pelaksana Seksi Pelayanan membuat konsep surat
pem beritahuan permohonan pembetulan tidak dipertim bangkan yang ditandatangani Kepala
Kantor dan disam paikan kepada W ajib Pajak.

5) Dalam hal perm ohonan pem betulan sudah memenuhi persyaratan, pelaksana Seksi Pelayanan
memeriksa tujuan surat permohonan pem betulan dan kewenangan. Dalam hal pem betulan
merupakan kewenangan Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pusat DJP, pelaksana Seksi Pelayanan
mem buat konsep surat Penerusan Perm ohonan Pem betulan yang ditandatangani Kepala Kantor
dan mengirimkan ke Kantor Wilayah DIJP atau Kantor Pusat DJP disertai Lem bar Penelitian
Persyaratan dan berkas permohonan, baik melalui faksim ilimaupun surat.

6) Dalam hal pem betulan merupakan kewenangan KPP Pratam a, pelaksana Seksi Pelayanan
mem buat konsep Surat Tugas penelitian yang ditandatangani Kepala Kantor. Surat Tugas
penelitian dapat juga dibuat dalam rangka pem betulan secara jabatan.

7) Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan,
pelaksana Seksi Pelayanan terlebih dahulu m embuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Pembetulan PBB/BPHTB yang ditandatangani Kepala Kantor dan disam paikan kepada
W ajib Pajak.

8) Pelaksana Seksi Pelayanan mem buat Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB atau Laporan
Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB, konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB atau Surat
Keputusan Pem betulan BPHTB dan menyam paikannya kepada Kepala SeksiPelayanan.

9) Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB, memaraf konsep Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, kem udian menyampaikan kepada
Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep Laporan Hasil
Penelitian Pem betulan PBB atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB dan konsep Surat
Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, pelaksana Seksi
Pelayanan harus memperbaikinya.

10) Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pem betulan PBB atau Surat
Keputusan Pem betulan BPHTB. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat
Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, pelaksana Seksi
Pelayanan harus mem perbaiki konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan
Pem betulan BPHTB tersebut.

11) Kepala Kantor m enugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengolahan D ata
dan Informasi (PDI) untuk melakukan perubahan/perbaikan data dalam rangka pelaksanaan
Surat Keputusan Pem betulan PBB atau Surat Keputusam Pem betulan BPHTB.

12) Kepala Seksi PD I menugaskan pelaksana Seksi PD I untuk melakukan
perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai dengan Surat Keputusan Pembetulan PBB atau
Surat Keputusan Pem betulan BPHTB.

13) Pelaksana Seksi PDI melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB.

14) Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen pada
Subbagian Umum dan SOP Tata Cara Penyam paian Dokumen di KPP Pratam a.

15) Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB disam paikan
kepada W ajib Pajak.

16) Proses selesai.

2. Untuk Kantor Wilayah DJP

1) Berkas permohonan pem betulan diterima dari W ajib Pajak atau dari KPP Pratam a dan diproses
dengan SOP Tata Cara Penerim aan Dokumen di Kantor Wilayah DIJP.

2) Kepala Kantor Wilayah DJP mendisposisikan berkas perm ohonan pem betulan kepada Kepala
Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) untuk diproses.

3) Kepala Bidang PKB menerima penugasan dan meneruskan disposisi kepada Kepala Seksi PKB
IV.

4) Kepala Seksi PKB IV meneruskan disposisi kepada Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV.

5) Dalam hal berkas permohonan diterima melalui KPP Pratama, langsung dilanjutkan ke proses
nomor 7).

6) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV m eneliti permohonan pembetulan Wajib Pajak
dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pem betulan PBB/BPHTB. Dalam hal
perm ohonan pem betulan tidak memenuhi persyaratan, perm ohonan tersebut dianggap bukan
sebagai permohonan pembetulan, dan Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV mem buat
konsep surat pem beritahuan permohonan pem betulan tidak dipertim bangkan yang
ditandatangani Kepala Kantor Wilayah DJP dan disampaikan kepada W ajib Pajak.

7) Dalam hal perm ohonan pem betulan sudah memenuhi persyaratan, Penelaah
Keberatan/pelaksana Seksi PKB v membuat konsep Surat Tugas penelitian yang
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ditandatangani Kepala Kantor Wilayah DJP. Surat Tugas penelitian dapat juga dibuat dalam

rangka pem betulan secara jabatan.

8) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV melakukan penelitian di kantor dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di
lapangan, Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV terlebih dahulu mem buat konsep surat
Pem beritahuan Penelitian di Lapangan Pem betulan PBB/BPHTB yang ditandatangani Kepala
Kantor Wilayah DJP dan disam paikan kepada W ajib Pajak.

9) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV membuat Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB
atau Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB, konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB
atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dan menyam paikannya kepada Kepala Seksi PKB IV.

10) Kepala Seksi PKB IV m eneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB atau
Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB, memaraf konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB
atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB, kem udian menyam paikan kepada Kepala Bidang
PKB. Dalam hal Kepala Seksi PKB IV tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian
Pem betulan PBB atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB dan konsep Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, Penelaah Keberatan/pelaksana
Seksi PKB IV harus mem perbaikinya.

11) Kepala Bidang PKB meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB atau
Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB, memaraf konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB
atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, kem udian menyam paikan kepada Kepala Kantor
W ilayah DJP. Dalam hal Kepala Bidang PKB tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian
Pem betulan PBB atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB dan konsep Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, Penelaah Keberatan/pelaksana
Seksi PKB IV harus mem perbaikinya.

12) Kepala Kantor Wilayah menyetujuidan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan PBB atau
Surat Keputusan Pem betulan BPHTB. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah DJP tidak menyetujui
konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB, Penelaah
Keberatan/pelaksana Seksi PKB IV harus mem perbaiki konsep Surat Keputusan Pem betulan
PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB tersebut.

13) Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di
Bagian Umum dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor W ilayah DJP.

14) Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB disam paikan
kepada W ajib Pajak dan tembusannya ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah dan/atau bangunan untuk dilakukan perekaman/perubahan/perbaikan data.

15) Proses selesai.

3. Untuk Kantor Pusat DJP

1) Berkas permohonan pem betulan diterima oleh Petugas TPST dari W ajib Pajak atau dari KPP
Pratama dan diproses dengan SOP Tata Cara Penerim aan Dokumen di Kantor Pusat DJP.

2) Direktur Jenderal mendisposisikan berkas permohonan pembetulan kepada Direktur Keberatan
dan Banding (KB) untuk diproses.

3) Direktur KB menerima penugasan dan meneruskan disposisi kepada Kepala Subdirektorat
Pengurangan dan Keberatan (PK).

4) Kepala Subdirektorat PK menerima penugasan dan meneruskan disposisi kepada Kepala Seksi
PK.

5) Kepala Seksi PK meneruskan disposisi kepada Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK.

6) Dalam hal berkas permohonan diterima melalui KPP Pratam a, langsung dilanjutkan ke nomor
8).

7) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK meneliti perm ohonan pem betulan W ajib Pajak dengan
menggunakan Lem bar Penelitian Persyaratan Pem betulan PBB/BPHTB. Dalam hal permohonan
pem betulan tidak memenuhi persyaratan, perm ohonan tersebut dianggap bukan sebagai
perm ohonan pem betulan, dan Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK membuat konsep surat
pem beritahuan permohonan pembetulan tidak dipertim bangkan yang ditandatangani Direktur
KB atas nama Direktur Jenderal dan disampaikan kepada W ajib Pajak.

8) Dalam hal perm ohonan pem betulan sudah memenuhi persyaratan, Penelaah
Keberatan/pelaksana Seksi PK mem buat konsep Surat Tugas penelitian yang ditandatangani
Direktur KB. Surat Tugas penelitian dapat juga dibuat dalam rangka pem betulan secara
jabatan.

9) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan,
Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK terlebih dahulu mem buat konsep surat Pemberitahuan
Penelitian di Lapangan Pem betulan PBB/BPHTB yang ditandatangani Direktur KB dan
disam paikan kepada W ajib Pajak.

10) Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi PK membuat Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
atau Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB, konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB
atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dan menyam paikannya kepada Kepala Saksi PK.

11) Kepala Seksi PK meneliti dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB atau
Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB, m eneliti konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB
atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB, kem udian m enyam paikan kepada Kepala
Subdirektorat PK. Dalam hal Kepala Seksi PK tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian
Pem betulan PBB atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB dan konsep Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, Penelaah Keberatan/pelaksana
Seksi PK harus mem perbaikinya.

12) Kepala Subdirektorat PK meneliti, m enandatangani Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB

atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB, memaraf konsep Surat Keputusan
Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, kem udian menyampaikan kepada
Direktur KB. Dalam hal Kepala Subdirektorat PK tidak menyetujui konsep Laporan Hasil
Penelitian Pem betulan PBB atau Laporan Hasil Penelitian Pem betulan BPHTB dan konsep Surat
Keputusan Pem betulan PBB atau Surat Keputusan BPHTB, Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi

PK harus mem perbaikinya.
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13) Direktur KB meneliti, m enandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB atau Laporan
Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB, memaraf konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB atau
Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, kem udian menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
Dalam hal Direktur KB tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pem betulan PBB atau
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB dan konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB atau
Surat Keputusan Pem betulan BPHTB, Penelaah Keberatan/pelaksana Seksi P K harus
mem perbaikinya.

14) Direktur Jenderal menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pem betulan PBB atau
Surat Keputusan Pembetulan BPHTB. Dalam hal Direktur Jenderal tidak m enyetujui konsep
Surat Keputusan Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB, Penelaah
Keberatan/pelaksana Seksi PK harus mem perbaiki konsep Surat Keputusan Pem betulan PBB
atau Surat Keputusan Pembetulan BPHTB tersebut.

15) Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di
Direktorat KB dan SOP Tata Cara Penyam paian Dokumen diKantor Pusat DJP.

16) Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB disam paikan
kepada W ajib Pajak dan tem busannya ke KPP yang wilayah kerjanya m eliputi letak tanah
dan/atau bangunan untuk dilakukan perekaman/perubahan/perbaikan data, dan ke Kantor
W ilayah DJP yang membawahi KPP.

17) Proses selesai.

Jangka W aktu Penyelesaian :

1. Surat Penerusan Permohonan Pembetulan beserta berkas permohonan pem betulan dan Lembar Penelitian
Persyaratan dari KPP Pratama dikirimkan ke Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP melalui faksimili paling lam a
1 (satu) harikerja terhitung sejak tanggalpenandatanganan Lembar Penelitian Persyaratan.

2. Surat Penerusan Permohonan Pembetulan beserta berkas permohonan pem betulan dan Lembar Penelitian
Persyaratan dari KPP Pratama dikirimkan ke Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP secara tertulis paling lam a 2
(dua) harikerja terhitung sejak tanggal penandatanganan Lembar Penelitian Persyaratan.

3. Surat pem beritahuan permohonan pembetulan tidak dipertim bangkan dikirimkan kepada W ajib Pajak paling
lam a 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan pembetulan diterim a.

4 . Surat keputusan Pem betulan PBB atau Surat Keputusan Pem betulan BPHTB diterbitkan paling lama 6

(enam ) bulan terhitung sejak permohonan pem betulan diterim a.
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H. Bagian Arus (Flow Chart)
Untuk KPP Pratama
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2)

Untuk Kantor W ilayah DJP
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3)

Untuk Kantor Pusat DJP
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